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Abstrak

Penelitian yang dilaksanakan bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif serta memberikan
rekomendasi dari hasil penelitian Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Jawa Barat dengan lokus Desa
Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan
Van Horn. Metode penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa di
Provinsi Jawa Barat khususnya di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung belum
berjalan optimal, hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi kaitan kebijakan tersebut, kurangnya
partisipasi masyarakat, dan masih rendahnya kualitas Sumber daya manusia di desa. Untuk itu,
Pemerintah Daerah perlu memperhatikan hal-hal seperti pendekatan dengan masyarakat melalui
pembangunan partisipatif dan juga meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana
dari kebijakan sehingga percepatan pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik dalam rangka
mencapai desa maju dan mandiri.

Kata Kunci: /mplementasi Kebijakan, Desa, Pembangunan Desa, Desa Mandiiri
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Abstract

The research conducted aims to comprehensively describe and provide recommendations from the
results of the Village Development Movement Policy research in West Java with the locus of Wargaluyu
Village, Arjasari District, Bandung Regency. This research uses the Van Meter and Van Horn theory. This
research method is a study that uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques are
carried out by interviews, observation and documentation. Based on the results of the study, it is known
that the implementation of the Village Development Movement Policy in West Java Province, especially
in Wargaluyu Village, Arjasari District, Bandung Regency has not been running optimally, this is due to
the lack of socialization related to the policy, lack of community participation, and the still low quality of
human resources in the village. For this reason, the Regional Government needs to pay attention to
things such as approaches to the community through participatory development and also improving
the quality of Human Resources as implementers of the policy so that the acceleration of village
development can be carried out properly in order to achieve advanced and independent villages.

Keywords: Policy Implementation, Village, Village Development, Self-Sufficient Village

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam
meraih masa depan yang lebih baik. Sejalan dalam pembangunan desa yang merupakan
upaya yang didasari oleh prinsip-prinsip dasar kehidupan manusia dan alam yang berfokus
pada perbaikan kualitas hidup masyarakat di desa dengan menghormati nilai-nilai kearifan
lokal dan lingkungan setempat yang berkeadilan sosial (Endah, 2020). Pembangunan desa
harus didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat, oleh karenanya bahwa dalam
pelaksanaannya harus dilakukan strategi yang memandang bahwa desa bukan hanya objek
pembangunan, tetapi subjek yang harus aktif menentukan arah pembangunan itu sendiri,
mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses
pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desanya (Gea et al., 2022).
Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa harapan baru bagi
desa dan masyarakat serta menghilangkan stigma bahwa desa yang selama ini
terpinggirkan akan mampu sejajar dengan wilayah perkotaan (Permendes, 2020).
Pembangunan perdesaan dilaksanakan dalam rangka penguatan wilayah secara otomatis
menyangga dan menyokong kehidupan suatu pemerintahan sehingga pembangunan desa
menjadi bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan
peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta
masyarakatnya merupakan basis dari ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan

keamanan (Mujanah et al., 2022).
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Pelaksanaan program pembangunan di desa harus mengacu pada prinsip
pembangunan berkelanjutan, yang mencakup dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan
(Ariadi, 2019). Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan perdesaan di Jawa Barat
dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan, melalui
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (Alfiana et al., 2023). Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan
pembinaan dalam upaya percepatan pembangunan desa pada: 1) Pembangunan sarana
dan prasarana desa; 2) Pengembangan potensi ekonomi lokal desa; dan 3) Pemanfaatan
sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Upaya di atas juga didukung melalui Program Gerakan Membangun Desa sesuai
dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan
Gerakan Membangun Desa yang diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan
desa (Ismatulloh et al., 2021). Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan pertimbangan pada
perolehan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) yang berdasarkan pada Peraturan Meneteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Fatimah, 2021). Sebagai contoh lokasi pada
penelitian ini, Desa Wargaluyu mendapatkan predikat strata desa berkembang dengan
perolehan poin IDM sebesar 0,68. Perolehan poin IDM ini berdasarkan pada poin Indeks
Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Sosial (IKS) dan Indeks ketahanan Lingkungan
(IKL).

Berdasarkan pada argumen tersebut, peneliti mencoba untuk menganalisis
Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari
Kabupaten Bandung khususnya Program CEO BUMDes yang dikaitkan dengan
pengembangan potensi ekonomi lokal desa apakah sudah dijalankan bersama-sama
dengan seluruh stakeholder yang ada di desa dalam mencapai tujuan yang sudah disepakati
secara mufakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif serta
memberikan rekomendasi dari hasil penelitian Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Jawa
Barat dengan lokus Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Penelitian ini
dilakukan dengan pendekatan teori dan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van
Horn untuk mendapatkan analisis proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi

keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.
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METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif
deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai
implementasi kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat khususnya di
Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Penelitian lapangan dilakukan
peneliti langsung mengadakan penelitian di lokasi penelitian. Adapun teknik pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, observasi, wawancara,
dokumentasi. Instrumen penelitian oleh peneliti sendiri sebagai orang yang melakukan
penelitian dengan menggunakan cara pengumpulan data dengan teknik wawancara
langsung dengan informan yang telah ditentukan dan ditetapkan untuk mendapatkan
jawaban dari beberapa pertanyaan yang diajukan peneliti dalam mencari data. Teknik
analisis data melalui tahap data reduction, data display, dan conclusing drawing/verification
(Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gerakan Membangun Desa atau selanjutnya disebut Gerbang Desa adalah upaya
untuk mewujudkan desa yang mandiri, yang mampu membangun dan memberdayakan
masyarakat desa dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi desa, baik sumber
daya alam, sumber daya manusia dan sarana prasarana desa melalui kolaborasi pemerintah,
masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan Gerakan Membangun Desa
sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa, dilaksanakan dalam rangka upaya
mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan diharapkan dapat mendukung upaya
percepatan pembangunan desa di Jawa Barat sehingga terwujud desa maju dan mandiri
(Ristantiya et al., 2021). Terdapat 12 program yang termasuk di dalam Kebijakan Gerakan
Membangun Desa, untuk penelitian ini difokuskan terhadap pelaksanaan Program CEO
BUMDes yang berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi lokal desa. Chief
Executive Officer BUMDes (CEO BUMDes) merupakan upaya mengembangkan BUMDes
berbasis karakteristik dan kebutuhan. CEO BUMDes juga merupakan konseptor perubahan
manajemen BUMDes agar BUMDes mampu menjadi salah satu wujud kemandirian ekonomi
desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif
desa sesuai potensi desa yang dimiliki (Lewaherilla et al, 2022). CEO BUMDes
mendayagunakan para Pendamping Lokal Desa (PLD).
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- Ukuran dan Tujuan Keijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi proses
implementasi kebijakan. Ukuran dan tujuan juga merupakan indikator yang digunakan
untuk menilai keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Tujuan kebijakan yang
jelas memberikan arah bagi pelaksanaan kebijakan. Ukuran dan tujuan kebijakan berfungsi
sebagai pedoman untuk para pelaksana kebijakan agar dapat memahami apa yang harus
dicapai dan bagaimana mencapainya. Apabila ukuran dan tujuan kebijakan tidak jelas maka
akan menyebabkan kebingungan dan implementas berjalan dengan tidak efektif (Korain et
al., 2019). Adapun yang menjadi patokan dalam hal ini apakah Implementasi Kebijakan
Gerakan Membangun Desa khususnya pada Program Chief Excecutive Officer (CEO
BUMDes) di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung telah berjalan sesuai
dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan

Gerakan Membangun Desa.

- Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu elemen penting yang harus diperhaikan dalam
proses implementasi kebijakan. Ketiadaan sumber daya atau kurang optimalnya potensi
sumber daya akan berakibat pada ketidakefektifan penerapan kebijakan itu sendiri.
Kemampuan sumber daya dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia sangat
berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi kebijakan (Sopah et al., 2020). Dalam
kaitannya, manusia sebagai sumber daya yang memerlukan kompetensi dan kapabilitas
yang mumpuni. Selain itu juga sumber daya finansial tentu tidak kalah penting dalam
mendukung keberhasilan suatu implementasi kebijakan (Tay & Rusmiwari, 2019). Dalam
penelitian ini, peneliti menjadikan aspek sumber daya manusia dan sumber daya finansial
sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pendampingan
desa dalam upaya pembangunan ekonomi lokal desa. Dengan adanya dukungan sumber
daya manusia dan sumber daya finansial, keberhasilan dari proses implementasi kebijakan

juga akan mudah tercapai.

- Karakteristik Agen Pelaksana
Karakteristik agen pelaksana adalah salah satu dari enam dimensi yang mempengaruhi
keberhasilan implementasi kebijakan. Agen pelaksana adalah lembaga atau organisasi yang
bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan publik dan karakteristik agen pelaksana
tersebut memainkan peran penting dalam efektivitas proses implementasi (Sekar
Setyaningtyas et al., 2022). Karakteristik agen pelaksana sangat penting karena kinerja

implementasi kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai
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dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks pelaksanaan kebijakan
yang menuntut para agen pelaksana harus bekerja dengan ketat, disiplin serta mampu
bersikap demokratis. Berkaitan dengan konteks kebijakan yang diimplementasikan oleh
agen pelaksana, dapat diketahui dalam mengimplementasikan Kebijakan Gerakan
Membangun Desa khususnya pelaksanaan Program CEO BUMDes, Pendamping Lokal Desa
yang melaksanakan program tersebut mempunyai standar operasional dan juga Key
Performance Indicator (KPl) yang harus dilaksanakan (Hussain et al., 2023). Sedangkan
karakteristik yang ditampilkan oleh agen pelaksana terhadap seluruh stakeholder yang ada
di desa harus selalu menunjukkan sikap bertanggung jawab, motivasi dan komitmen yang

tinggi, serta ramah dan mampu beradaptasi dengan baik.

- Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana (Disposisi)

Sikap atau kecenderungan para pelaksana (disposisi) adalah salah satu dimensi yang
penting dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dimensi ini merujuk
pada bagaimana sikap, orientasi serta komitmen individu atau kelompok yang
bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan terhadap kebijakan itu sendiri (Arabi,
2022). Sikap para pelaksana sangat mempengaruhi efektivitas implementasi karena
penerimaan atau penolakan terhadap suatu kebijakan akan berdampak pada cara kebijakan
itu dijalankan. Pelaksanaan suatu kebijakan atau progam kadangkala bermasalah apabila
pelaksana yang terkait di dalamnya tidak dapat menjalankan program dengan baik. Apabila
pelaksana memiliki disposisi yang baik maka dia akan melaksanakan kebijakan atau program
dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sedangkan apabila pelaksana
memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses pelaksanaan suatu
kebijakan atau program juga tidak akan berjalan dengan efektif (Habibah et al., 2020).
Disposisi akan menjelaskan kecenderungan pelaksana untuk bertindak dimana tindakan
yang dilakukan ini merupakan bentuk sebuah komitmen yang harus dilaksanakan. Masalah
utama yang biasanya dihadapi oleh sebuah organisasi pemerintah dalam implementasi

kebijakan adalah sikap para pelaksananya.

- Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana
Komunikasi yang terjalin antar organisasi dan aktivitas pelaksana dalam proses
implementasi kebijakan publik tentu menjadi syarat utama sebagai bagian yang
menentukan keberhasilan. Semakin baik hubungan koordinasi dan komunikasi yang terjalin
antar organisasi dan aktivitas pelaksana, maka ketepatan pelaksanaan implementasi akan
semakin akurat (Kamil, 2018). Agar kebijakan bisa dilaksanakan dengan baik, menurut Van

Meter dan Van Horn, apa yang menjadi standar dan tujuan harus dipahami oleh para
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pelaksanan implementasi yang bertanggung jawab atas pencapaian dan standar tujuan dari
kebijakan, karena standar tujuan ini harus dapat dikomunikasikan dengan baik pula
(Almeida et al., 2016). Sebagai bagian dari dimensi komunikasi antarorganisasi, kerja sama
yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan di Desa Wargaluyu berjalan baik. Kerja sama
ini memainkan peran vital dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan komunikasi
yang efektif dan kolaborasi yang erat, berbagai lembaga dapat bekerja sama untuk
mencapai tujuan kebijakan, mengatasi tantangan, dan meningkatkan kapasitas masing-

masing.

- Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Dimensi terakhir yang tidak kalah penting dalam implementasi kebijakan yaitu kondisi
lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dimensi ini menentukan keberhasilan suatu
implementasi kebijakan karena kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang kondusif
dan mendukung, maka peran pelaksana kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan
tersebut akan berjalan sesuai dengan alur yang telah ditentukan. Tetapi apabila lingkungan
sosial, ekonomi dan politik tersebut tidak kondusif, maka pelaksanaan kebijakan tentunya
akan terhambat dan tidak akan berjalan secara optimal (Pujiastuti et al., 2022). Lingkungan
sosial yang bersumber pada nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat sangat mempengaruhi
penerimaan kebijakan. Jika kebijakan tersebut sejalan dengan nilai-nilai sosial yang dianut
oleh masyarakat, maka implementasinya akan lebih mudah diterima dan didukung (Kenedi,
2017). Sebaliknya, jika kebijakan bertentangan dengan nilai-nilai sosial, mungkin akan ada
resistensi dari masyarakat. Kehidupan sosial yang stabil dan terorganisir mendukung
pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif. Sebaliknya, jika ada ketidakstabilan sosial, seperti
konflik atau ketegangan sosial, hal tersebut dapat mempersulit implementasi kebijakan.
Lingkungan ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, seperti tingkat pertumbuhan
ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan stabilitas ekonomi, dapat mempengaruhi
sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan kebijakan (Madjidu et al.,, 2022). Dalam
kondisi ekonomi yang baik, biasanya lebih mudah untuk mengalokasikan sumber daya
untuk kebijakan. Namun, dalam kondisi krisis ekonomi, anggaran dan sumber daya mungkin
terbatas, yang menghambat pelaksanaan kebijakan. Ketersediaan sumber daya ekonomi,
seperti dana, infrastruktur, dan akses terhadap pasar atau peluang ekonomi, juga
mempengaruhi implementasi kebijakan (Arini, 2023). Jika agen pelaksana kekurangan dana
atau sarana ekonomi, kebijakan sulit dijalankan secara efektif. Lingkungan politik yang

dipengaruhi oleh stabilitas politik merupakan faktor kunci dalam implementasi kebijakan.
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Pemerintahan yang stabil dan memiliki dukungan politik yang kuat lebih mampu

melaksanakan kebijakan tanpa gangguan yang berarti.

Sesuai hasil observasi dan analisis diatas bahwa Implementasi Kebijakan Gerakan

Membangun Desa belum berjalan secara optimal, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan

hal-hal sebagai berikut:

Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa di
Desa Wargaluyu, ketercapaian sasaran kebijakan khususnya dari Program CEO
BUMDes sudah dapat dikatakan berhasil namun masih terkendala dari kurangnya
dukungan masyarakat. Para pelaksana kebijakan memiliki Standar Operasional
Prosedur dan Key Performance Indicator yang dijadikan sebagai acuan pelaksanaan
kebijakan di lapangan namun masih terhambat dari dukungan masyarakat akibat
masih kurangnya sosialisasi kaitan Kebijakan Gerakan Membangun Desa (Listyorini et
al., 2021).

Sumber Daya, dalam Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa khususnya
Program CEO BUMDes di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung
untuk aspek sumber daya finansial pada pelaksanaan Program CEO BUMDes ini sudah
cukup terpenuhi dan tidak menjadi kendala yang berarti dalam implementasi
kebijakan tersebut (Rosari et al., 2022). Selain itu, jika dilihat dari faktor kualitas sumber
daya manusia, secara keseluruhan personil yang bertugas menjalankan Program CEO
BUMDes di Desa Wargaluyu sudah memadai, tetapi masih terkendala pada kurangnya
partisipasi masyarakat desa dimana unsur dukungan dari partisipasi masyarakat sedikit
banyak mempengaruhi implementasi suatu kebijakan.

Karakteristik Agen Pelaksana, dalam Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun
Desa khususnya Program CEO BUMDes di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari
Kabupaten Bandung keseluruhan kinerja dari agen pelaksana khususnya ada Program
CEO BUMDes telah dijalankan sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan Key Performance Indicator (KPl) yang ditetapkan,
sehingga segala bentuk kegiatan yang ada dalam upaya pembangunan perekonomian
di desa berjalan dengan baik dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku (Ristanti,
2015).

Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana (Disposisi), dalam Implementasi Kebijakan
Gerakan Membangun Desa khususnya Program CEO BUMDes di Desa Wargaluyu
Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung sikap para pelaksana kebijakan khususnya
dalam Program CEO BUMDes sudah melaksanakan kinerja dengan baik dan totalitas

terlihat dari dukungan masyarakat desa yang diberikan. Para pelaksana kebijakan

Copyright @ Fajar Diantika, Pandji Santosa, Diani Indah



sudan memahami tujuan dari kebijakan yang dilaksanakan sehingga menghasilkan
sebuah sikap dan komitmen untuk terus selalu berkinerja baik meningkatkan upaya
pembangunan ekonomi di desa dengan salah satunya memanfaatkan keberadaan
BUMDeS (Arindhawati & Utami, 2020).

Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, dalam Implementasi Kebijakan
Gerakan Membangun Desa khususnya Program CEO BUMDes di Desa Wargaluyu
Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung sikap atau kecenderungan para pelaksana
(disposisi) dalam pelaksanaan Program CEO BUMDes sudah baik dan optimal serta
adanya dukungan penuh dari pimpinan daerah dalam setiap kegiatan atau program
yang mengarah kepada pembangunan desa di Kabupaten Bandung (Murdiono &
Amin, 2023).

Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, dalam Implementasi Kebijakan
Gerakan Membangun Desa khususnya Program CEO BUMDes di Desa Wargaluyu
Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung kondisi lingkungan sosial ekonomi dan politik
berjalan sangat kondusif sehingga implementasi Kebijakan Gerkaan Membangun Desa
dapat dilaksanakan secara baik (Aldi et al., 2023). Hal ini dapat terjadi karena adanya
dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan daerah Kabupaten Bandung yaitu

Bupati Bandung dalam upaya pembangunan desa

SIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi serta analisis yang dilakukan oleh peneliti di lapangan

dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dengan model teori Donald S. Van
Meter dan Carl E. Van Horn, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1) Implementasi Kebijakan
Gerakan Membangun Desa belum berjalan secara optimal 2) Dalam Implementasi
Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten
Bandung, ditemukan beberapa faktor penghambat yaitu masih rendahnya kualitas
Sumber Daya Manusia di desa, warga belum sepenuhnya memiliki pengetahuan dan
keterampilan yang diperlukan untuk mengelola bisnis. Selain itu masih rendahnya
dukungan dan partisipasi masyarakat serta koordinasi antarpemangku kepentingan yang
masih kurang berjalan baik menyebabkan tidak tepat sasaran pembangunan ekonomi
desa. Adapun faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun
Desa khususnya pelaksanaan Program CEO BUMDes di Desa Wargaluyu Kecamatan
Arjasari Kabupaten Bandung diantaranya dukungan pimpinan daerah di Kabupaten
Bandung yang konsisten dan komitmen yang kuat dalam pembangunan ekonomi di desa

melalui ketersediaan anggaran.

Copyright @ Fajar Diantika, Pandji Santosa, Diani Indah



Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten
Bandung untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Gerakan
Membangun Desa khususnya Program CEO BUMDes antara lain meningkatkan sosialisasi
kepada masyarakat terkait pelaksanaan Program CEO BUMDes di desa, meningkatkan
kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam upaya
peningkatan perekonomian masyarakat desa, memberikan pelatihan atau penyuluhan
untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat khususnya dalam proses
bisnis atau kewirausahaan serta meningkatkan koordinasi antar stakeholders yang ada di

desa dalam mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat desa.
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